I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan keuangan
negara sehingga harus diberantas, karena dapat berdampak pada merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pertumbuhan dan
kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Tindak pidana
korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi
tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu diperlukan penegakan

hukum yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum telah
meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana
korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aparat penegak hukum dalam menjamin penegakan hukum harus melaksanakan
hukum secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada
penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam
setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran
dalam memeriksa dan memutus (fairness), asas beracara benar (prosedural due
process), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi
hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas

jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. *

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada
umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para
Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus
operandi korupsi yaitu sebagai berikut:

1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan
adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau
keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.

2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain pelaku seperti
memaksa seorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan
sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.

3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya

para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri

! Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
him. 22.



agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit
Bank dll, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai
dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark up proyek pembangunan,
SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.

5) Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai
dengan adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar ketentuan
peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi
apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau
kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah

tanpa memandang keahlian dan kemampuan. 2

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP, yang
memuat ketentuan di luar ketentuan pidana umum dan menyangkut sekelompok
orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari hukum pidana khusus
dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan
tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi
penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum
pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjukkan
adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan

dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus

2 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak
Pidana Korupsi. Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, him. 3-4.



mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana

khususnya “tiada pidana tanpa kesalahan™ harus tetap dihormati.

Pembagian hukum pidana selain ke dalam bentuk hukum pidana yang
dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, juga dibagi atas
hukum pidana umum (ius commune) dan hukum pidana khusus (ius singulare atau
ius speciale). Hukum pidana umum dan khusus ini tidak boleh diartikan dengan
bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari
umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum,

sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.

Pembagian tersebut semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu
bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya
peraturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi tidak dapat dihindarkan
mengingat pertumbuhan masyarakat terutama di bidang sosial dan ekonomi (di
KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa
kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa
pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang selain kitab

undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian

korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

® Halim. Pemberantasan Korupsi. Rajawali Press. Jakarta. 2004. him. 47.



“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”
Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, diketahui
ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak
pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada Pegawai Negeri

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya tersebut.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilaksanakan
secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan
kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan
hukum, yaitu asas tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa
dan memutus (fairness), asas beracara benar (procedural due process), asas
menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif
pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari

segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.

Pihak yang melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi disebut

dengan pelapor, sedangkan saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang pelaku



tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan
bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Pelapor dan saksi pelaku yang
bekerja sama di dalam tindak pidana tertentu di Indonesia mendapatkan kebijakan
berupa perlakuan khusus dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (justice collaborator) di

Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Pemberlakuan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tersebut merupakan suatu langkah
maju dalam program pemberantasan korupsi. Menurut SEMA tersebut dinyatakan
bahwa MA meminta para hakim memberi perlakuan khusus berupa keringanan
pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya kepada whistleblower dan justice
collaborator. Ada beberapa pedoman penanganan whistleblower dan justice
collaborator. Untuk kategori whistleblower, misalnya, SEMA tersebut memberi
definisi yaitu seseorang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu
dan bukan justru menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu SEMA tersebut
juga menegaskan bahwa apabila pelapor dilaporkan balik oleh terlapor, maka

perkara yang dilaporkan pelapor didahulukan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 memberikan definisi justice collaborator,yakni
seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui
perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat
disebut sebagai justice collaborator, jaksa dalam tuntutannya juga harus
menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-
bukti yang sangat signifikan. Atas jasa-jasanya, justice collaborator dapat diberi

kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana



penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang
sama. Ditegaskan pula dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, bahwa pemberian

perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Pemberlakuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 merupakan bagian penting dari proses
transisi menuju sistem perlindungan saksi dan korban yang lebih baik dan pada
pelaksanaannya SEMA ini harus didukung oleh para pihak terkait khususnya aparat

penyidik, penuntut umum, dan juga petugas lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara peraturan
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Nomor 04 Tahun 2011, yang pada intinya negara memberikan perlindungan kepada
pelapor dan saksi tindak pidana, dengan pelaksanaannya di lapangan, yaitu pelapor
tindak pidana (whistleblower) justru dipidanakan. Contohnya Susno Duadji yang
melaporkan perkara korupsi pajak yang melibatkan Gayus Tambunan justru
dipidana penjara selama 3,6 Tahun. Contoh lainnya adalah Agus Chondro yang
melaporkan perkara suap cek pelawat Bank Indonesia justru dipidana penjara 1,3
tahun. Data ini menunjukkan bahwa pelapor tindak pidana korupsi justru
mendapatkan hukuman penjara, padahal seharusnya mereka mendapatkan perlakuan
dan perlindungan secara hukum karena keberaniannya mengungkap tindak pidana

korupsi yang merugikan keuangan negara.*

* www. vivanews. com. Diakses 27 Agustus 2014. Pukul 10. 30 — 11. 00 WIB.


http://www.vivanews.com/

Contoh di Provinsi Lampung adalah pidana penjara terhadap Hendry
Anggakusuma selaku Direktur PT Naga Intan, justice collaborator dalam perkara
korupsi pengadaan tanah PLTU Sebalang yang divonis 5 tahun penjara dan denda
Rp 250 juta subsider empat bulan penjara atas perkara korupsi pengadaan tanah
PLTU Sebalang serta pidana uang pengganti Rp 7,3 miliar kepada negara.
Sementara itu Mantan Wakil Bupati Lampung Selatan Wendy Melfa divonis empat
tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan penjara, dalam sidang di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri

Tanjungkarang, Senin 11 Februari 2013.°

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam
penyusunan Tesis berjudul: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice

collaborator) dalam Perkara Korupsi

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana
(whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator)
dalam perkara korupsi?

b. Mengapa terjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap
pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama

(justice collaborator) dalam perkara korupsi?

> http://www. lampungonline. com/2013/02/divonis-empat-tahun-penjara-wendy. html. Diakses 11
Oktober 2014. Pukul 09. 00 — 10. 00 WIB.



2.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan objek

penelitian perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan

saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara korupsi.

Waktu penelitian adalah dalam rentang tahun 2009-2014 dan tempat penelitian

dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana
(whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator)
dalam perkara korupsi

Untuk menganalisis faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap
pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama

(justice collaborator) dalam perkara korupsi

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

a.

Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap
pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama

(justice collaborator) dalam perkara korupsi.
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b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak
hukum dalam memberikan perlakuan khusus terhadap pelapor tindak pidana
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu diharapkan hasil
penelitian ini berguna bagi berbagai pihak lain yang akan melakukan penelitian

mengenai tindak pidana korupsi di masa-masa mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian

Whistleblower

Tindak -

Pidana Perlindungan

Korupsi Hukum
Justice

Collaborator

Y

UU No 13 Tahun 2006
SEMA No 04 Tahun 2011

} '

Pelaksanaan Perlindungan Faktor Penghambat
= Pemberian keringanan pidana Substansi Hukum

» Mendahulukan penanganan = Aparat Penegak Hukum
perkara = Sarana dan Prasarana
= Menjatuhkan pidana = Masyarakat

percobaan khusus atau Faktor Budaya

paling ringan

Kepastian Hukum
dan Keadilan
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2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk
pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.® Perlindungan
hukum terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang
bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara korupsi merupakan upaya
perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap keselamatan baik fisik maupun
psikis kepada pelapor tindak pidana, karena peran mereka dalam membantu aparat

penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis perlindungan hukum
terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama

(justice collaborator) dalam perkara korupsi adalah sebagai berikut:
a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari
munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau
aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan
Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa
hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara
hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang
bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.’

® Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. him. 32
" Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 53.
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Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat
karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan
tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain
pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia,
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia
yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum
yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan
masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili

kepentingan masyarakat.®

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan korban berhak:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya.

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan.

c. Memberi keterangan tanpa tekanan.

d. Mendapat penerjemah.

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

f.  Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

i. Mendapat identitas baru.

J.  Mendapat tempat kediaman baru.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

I.  Mendapat nasihat hukum; dan/atau

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

perlindungan berakhir.

8 1bid, him. 54.
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Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai

dengan keputusan LPSK.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.
Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial,

ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.’

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat
sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan
hukum vyang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang
mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan
berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan®®

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah
melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan

menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu

% Ibid, him. 55.
19 phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya:
1987. him. 29.
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berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

b.

Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
Oleh Kkarena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa
kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah
suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga
penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan
diaktualisasikan.

Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia Yyang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peranan semestinya.

Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran
hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang
baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin
sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
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semakin mudah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-
undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka
akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam penelitian, batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian
ini sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan
oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan—ketentuan Undang-
Undang ini (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban).

b. Pelapor tindak pidana (whistleblower) adalah seseorang yang mengetahui dan
melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan justru menjadi pelaku tindak
pidana tersebut. SEMA menegaskan apabila pelapor dilaporkan balik oleh
terlapor, maka perkara yang dilaporkan pelapor didahulukan (SEMA Nomor 4
Tahun 2011)

c. Saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) adalah seorang pelaku
tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya
dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan (SEMA Nomor 4 Tahun
2011)

d. Laporan adalah tindakan hukum berupa pemberitahuan yang disampaikan oleh

seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada

1 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta.
1986. him. 8-11.
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pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
suatu peristiwa pidana. *2

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar
atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku
tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum **

f. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu upaya memahami
persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu
hukum® Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan

hukum terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang

12 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta. 2001. him. 31.

3 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. him.
76.

14 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. him. 67.
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bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara korupsi dan -faktor yang
menghambat perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower)

dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam perkara korupsi

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang
diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka.
Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam
penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan
hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban
5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik

Indonesia
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b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku
Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana
Tertentu

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan

hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami

permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library
research). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan
serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku
literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi
dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.
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4. Penentuan Narasumber

Selain studi pustaka juga dilakukan wawancara kepada narasumber penelitian
untuk memperdalam analisis, yaitu kepada:

a) Penyidik Polresta Bandar Lampung : 1 orang

b) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang

c) Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang : 1 orang

d) Staf LPSK di Jakarta 1 orang +
Jumlah : 4 orang

4. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan

yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai

berikut:

1) Seleksi Data, yaitu tahap memeriksa data untuk mengetahui kelengkapannya
dan dipilih sesuai dengan pokok bahasan

2) Klasifikasi Data, yaitu tahap penempatan data menurut kelompok-kelompok
yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar
diperlukan dan akurat sesuai pokok bahasan

3) Penyusunan Data, yaitu tahap menyusun data yang saling berhubungan dan
merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada pokok bahasan sesuai

permasalahan yang diteliti
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5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis
kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat per kalimat yang
tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan
untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan
metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang umum lalu menarik kesimpulan

yang bersifat khusus

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi Tesis ini maka akan dibagi menjadi 4

(empat) bab, dengan sistematika penulisan Tesis sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai konsep atau kajian dalam penyusunan Tesis dan diambil dari
berbagai bahan pustaka yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum,
pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, pengertian tindak

pidana, tindak pidana korupsi dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat

I1l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang dianalisis dari penjelasan para

narasumber mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana
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(whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam
perkara korupsi dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap
pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice

collaborator) dalam perkara korupsi.

IV. PENUTUP

Bab ini berisi simpulan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran
yang ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan dengan kajian penelitian, demi

perbaikan kinerja di bidang penegakan hukum pidana.



